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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

      1.  Menurut Hukum Islam bahwa, penamaan anak angkat tidak menjadikan 

seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. 

Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam 

untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab 

mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah atau 

arhaam. Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah 

hubungan anak sulbi (anak kandung).  

         2.  Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdata adalah sistem 

parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga 

menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun selain 

pewarisan secara keturuan atau sistem pewarisan ab intestato (menurut 

Undang-Undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 

KUHPerdata, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (testament) 

sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdata yang menyatakan bahwa surat 

wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang  tentang 

apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut 

kembali olehnya.11 Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, 

dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama 
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              keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama 

dengan anak kandung dari orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan 

hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta 

terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua 

kandungnya.  

         3. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan 

sama dengan ahli waris ab intestato. Sehingga seharusnya seorang anak 

angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya 

seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Secara 

perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, 

pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat 

dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah 

maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul 

suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua 

dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama 

orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua 

angkatnya. Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya 

seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua 

angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai legitieme portie atas segala 

bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya 

sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 852 KUH 
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Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak 

angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak 

didasarkan atas suatu testament tertulis. Dengan demikian hak mewaris anak 

angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris 

orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut 

UU No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, 

pengangkatan anak, mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat 

dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian tentunya anak angkat tidak 

lagi mewaris terhadap orangtua kandungnya namun mewaris dari orangtua 

angkatnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo 

Pasal 4 PP No. 54/ 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusnya 

hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak 

angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak 

waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPerdata. 

B.  Saran 

        1.  Hendaknya pengangkatan anak sesuai dengan aturan yang berlaku agar 

dikemudian   hari   tidak   merasakan   hal   yang   tidak   diinginkan. 

Pentingnya  memberi  pengertian,  edukasi  dan  arahan  kepada masyarakat 

terutama kepada orang terdekat yaitu  keluarga apabila hendak melakukan 

pengangkatan anak agar hak-hak dan kewajiban anak  angkat  dan  orang  tua  

angkat  tidak  hilang sia-sia.dengan  cara sesuai dengan peraturan-peraturan 
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yang berlaku yaitu melalui lembaga hukum. agar masa depan anak tersebut 

jelas dan memperoleh legalitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

        2.  Meningkatkan pengawasan bagi pemerintah agar tidak terjadi hal yang 

buruk akibat pengangkatan anak yang tidak sesuai degnan aturan setidaknya 

dapat mengurangi adanya penyimpangan dan menambah wawasan 

tentang akibat hukum pengangkatan yang tidak melalui pengadilan. Dalam 

rangka pengawasan ini, juga diperlukan peran dari lembaga-lembaga sosial 

yang peduli terhadap hak-hak anak. 
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